Notulensi
Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita
12 Februari 2026


	Pimpinan rapat
	:
	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berbasis WPPNRI

	Peserta rapat
	
	1. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Yang Diwakili Oleh Sekretaris Dinas 
2. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
3. Koordinator Eksekutif Upp Wppnri;
4. Perwakilan Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnaskajiskan);
5. Perwakilan Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Brin);
6. Mitra Pembangunan Kkp;
7. Pelaku Usaha Dan Nelayan Gurita.

	Tanggal/Waktu
	:
	12 Februari 2026 / 08.30 – selesai 

	Lokasi Rapat
	:
	Hotel Almadera, Kota Makassar

	Agenda Rapat
	:
	1. Penyampaian Dokumen RPP Gurita
2. Mendapatkan masukan terhadap draft RPP 




	No.
	Nama/Instansi
	Uraian

	1. 
	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
	A. Latar Belakang
· Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita Indonesia adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dokumen RPP ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan PP No. 27 Tahun 2021 Pasal 41.
· Gurita diidentifikasi sebagai komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pasar domestik dan ekspor. Seiring meningkatnya perhatian global, upaya telah dilakukan untuk memperkuat praktik penangkapan berkelanjutan, memperbaiki sistem pencatatan data tangkapan, dan memperkuat tata kelola di tingkat lokal guna menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
· Proses penyusunan RPP Gurita telah dikembangkan menggunakan pendekatan EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Untuk memastikan draf kebijakan ini partisipatif, transparan, dan responsif terhadap dinamika lapangan, konsultasi publik ini dilaksanakan sebagai ruang dialog resmi bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat pesisir, dan organisasi masyarakat sipil. Kegiatan ini penting untuk menghimpun masukan dan memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan pengelolaan gurita nasional.

B. Output Konsultasi Publik
Output utama dari kegiatan konsultasi publik RPP Gurita Indonesia yaitu:
1. Informasi Substansi dan Arah Kebijakan
Tersampaikannya kepada publik substansi dan arah kebijakan yang diatur dalam Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (RKEPMEN-KP) tentang Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita.
2. Masukan dan Rekomendasi Terhimpun
Terhimpunnya masukan, tanggapan, dan rekomendasi yang konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan (termasuk nelayan gurita, akademisi, dan industri) terhadap RPP Gurita.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Tercapainya keterlibatan aktif nelayan dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya gurita nasional.
4. Penguatan Komitmen Bersama: 
Tercapainya komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi pengelolaan gurita yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
C. Harapan yang ingin dicapai
Harapan utama dari kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita adalah:
1. Menyempurnakan draft Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita yang telah disusun.
2. Menjamin keterlibatan nelayan gurita dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya gurita nasional. 
3. Memastikan  komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi pengelolaan gurita yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan

	2. 
	Bernard Eky – Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
	1. Dasar Hukum RPP
· Mandat UU: RPP diwajibkan oleh UU Perikanan (Pasal 7 ayat 1), PP No. 27/2021 (Pasal 41 ayat 1), dan Permen terkait
· Bentuk Hukum: RPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri, bukan oleh Dirjen atau pejabat lain
· Masuk Proxun: RPP Gurita sudah masuk Program Penyusunan Peraturan KKP tahun 2026
2. Tahapan Penyusunan RPP
1. Perencanaan - sudah dilakukan
1. Penyusunan - melibatkan konsultasi publik (tahap saat ini)
1. Pembahasan - koordinasi lintas kementerian jika perlu
1. Pengesahan - penetapan oleh Menteri
1. Pengundangan - penomoran dan otentikasi
3. Struktur RPP (5 Bab)
1. Bab 1: Pembukaan
1. Bab 2: Status Perikanan (estimasi JTB, tingkat pemanfaatan, alokasi)
1. Bab 3: Rencana Strategis (isu, tujuan, sasaran, rencana aksi)
1. Bab 4: Periode Pengelolaan & Evaluasi
1. Bab 5: Penutup
4. Prinsip Penyusunan (11 Prinsip)
Bermanfaat, adil, adaptif, rinci, terukur, realistis, pendekatan ekosistem, kehati-hatian, memperhatikan hukum adat, kearifan lokal, dan peran serta masyarakat
Target Penyelesaian
· Semester 1 2026: 5 RPP berbasis WPP
· Semester 2 2026: 6 RPP berbasis WPP lainnya
· Evaluasi: Minimal 1 kali dalam 2 tahun oleh Ditjen Perikanan Tangkap
5. Catatan Penting
Menekankan bahwa proses penyusunan RPP selama ini terlalu lama (2-3 tahun), idealnya hanya 6 bulan-1 tahun. Perlu perbaikan mekanisme agar lebih efisien.

	3. 
	Agus – Pengusaha Gurita
	1. Munculnya peraturan pembatasan ukuran. Diharapkan output rpp dapat mengeluarkan pembatasan ukuran.
2. Apabila pasar dipenuhi terus maka kemungkinan terjadi collapse. Diharapkan adanya pembatasan ekspor (ex 300 gr untuk menunjang pasar ekspor)
3. apakah ada pembatasan ukuran/saiz untuk penangkapan gurita dalam RPP? Menyarankan pembatasan minimal 300 gram untuk mendukung pasar ekspor dan keberlanjutan
4. Pasar terbagi jadi beberapa negara. Baby octopus cenderung ke pasar asia. Baby octopus jumlahnya hanya sedikit.
5. HS code harus disebutkan spesiesnya apa. Karena nelaya cenderung tidak memandang spesies. 

	4. 
	Jawaban
	1. Saran pembatasan ukuran 300 gram akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam draft RPP
2. Memerlukan kajian teknis untuk menentukan ukuran yang tepat (mengapa 300 gram, bukan 200 atau 400 gram)
3. RPP berbeda dengan peraturan lobster/rajungan yang lebih mengikat; RPP lebih ke rencana pengelolaan
4. Strategi pemanfaatan sudah masuk dalam rencana aksi, namun perlu kajian lebih lanjut untuk ukuran spesifik

	5. 
	Kalma – PT. Prima Bahari  
	1. Persyaratan CPIB dan dokumen kapal sangat merepotkan dan memakan waktu. Apakah ini mandatory atau tidak?
2. Pada saat sosialisasi, disampaikan bahwa peraturan dimaksud belum mandatori namun di lapangan, pengusaha diminta untuk melengkapi dokumen CPIB kapal
3. Perlu dikoordinasikan CPIB kapal

	6. 
	Jawaban
	1. Pemerintah akan mempercepat layanan CPIB dan dokumen kapal karena memahami "waktu adalah uang" dalam bisnis
2. Pelaku usaha juga diminta proaktif memenuhi persyaratan agar proses lebih efisien
3. CPIB akan ditambahkan sebagai prioritas dalam rencana aksi RPP, dengan kolaborasi industri, nelayan, dan pemerintah

	7. 
	Anthony – MSC 
	1. Harapannya rpp dapat dijadikan payung hukum untuk stakeholder yang sudah melakukan pengelolaan gurita secara local (ex.metode buka tutup, ukuran minimum)
2. Perwakilan dinas diharapkan dapat menyampaikan apa saja yg sudah dilakukan dalam pengelolaan gurita di level provinsi
3. Bagaimana RPP bisa mendukung kebijakan lokal yang sudah ada di daerah (seperti pembatasan ukuran, musim tangkap)?

	8. 
	Jawaban
	1. RPP akan menjadi payung hukum yang memudahkan pelaksanaan di daerah
2. Pemerintah daerah (37 provinsi) bisa menyelaraskan program mereka dengan RPP
3. RPP dievaluasi setiap 2 tahun untuk memantau efektivitas implementasi

	
	
	

	9. 
	Rizal Rifai – Status Perikanan
	1. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Rencana Pengelolaan Perikanan ditetapkan dalam rangka mendukung pengelolaan Sumber Daya Ikan yang berkelanjutan
2. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia: Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat Status Perikanan dan Rencana Strategis Pengelolaan Perikanan
3. Perikanan Gurita adalah salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik di pasar lokal maupun internasional. Volume total produksi gurita dari seluruh WPPNRI pada tahun 2022 mencapai 21.081 ton, dengan nilai total mencapai 127,7 Juta USD (KKP, 2023).
4. Penangkapan gurita umumnya dilakukan oleh nelayan perikanan skala kecil dengan API pancing, tombak dan speargun. 
5. Permintaan pasar internasional ke Italia, Amerika Serikat, Tiongkok, Yunani dan Korea Selatan dan untuk standar pemenuhan keberlanjutan yang tinggi
6. Pengelolaan perikanan gurita harus dilaksanakan dalam tata kelola perikanan dengan menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab dan berkelanjutan, yaitu pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi yang sekarang tetapi untuk generasi yang akan datang.

	10. 
	Anthony – MSC 
	1. Kajian Stok dan Pengumpulan Data Gurita
Pertanyaan:
· Siapa yang menentukan kajian stok gurita - apakah dari Komnas Kajiskan (pusat) atau bisa dari daerah?
· Apakah akan ada metodologi pengumpulan data yang disepakati untuk semua wilayah, atau boleh berbeda-beda (belang-belang)?
· Konteks:
Pak Antoni mengacu pada workshop data beberapa minggu sebelumnya di Bogor, di mana anggota Komnas menyebutkan bahwa data gurita dianggap bermasalah (problematic series) hingga 8 tahun atau lebih.
· Harapan:
Agar ada kejelasan metodologi sehingga konsorsium gurita dan mitra di lapangan bisa membantu pengumpulan data sesuai kebutuhan pemerintah pusat.
2. Regulasi Lokal dan Koordinasi Lintas Sektor
· Pak Antoni juga menanyakan bagaimana RPP bisa mendukung regulasi di tingkat provinsi/kabupaten yang seringkali memerlukan koordinasi lintas kementerian dan membuat prosesnya lama.
· Catatan: Pertanyaan ini merupakan kelanjutan dari diskusi pagi, menunjukkan konsistensi perhatian Pak Antoni terhadap implementasi RPP di tingkat daerah dan pentingnya standarisasi pengumpulan data untuk mendukung pengelolaan gurita yang berkelanjutan.

	11. 
	Umam – DKP NTB
	1. Koreksi Regulasi yang Kadaluarsa
· Halaman 35 - Peraturan Daerah NTB yang tercantum sudah tidak berlaku:
· Perda 12/2017 tentang RZWP3K sudah diganti dengan Perda 5/2024 tentang RTRW Provinsi NTB
· Perlu ditambahkan Perda 14/2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
· Pasal 47 dan 48 mengatur pemberdayaan dan local wisdom/aturan adat
· Bisa menjawab rencana aksi terkait kearifan lokal
2. Saran Teknis Rencana Aksi
· Tabel 20 Poin D (kebijakan buka-tutup/open-close season): Lebih cocok dimasukkan dalam strategi pemanfaatan, bukan langsung di rencana aksi
· Bisa diturunkan ke HSP (Harvest Strategy Policy) atau rencana aksi di tingkat daerah
3. Masalah Timeline Rencana Aksi
· Pertanyaan krusial: Rencana aksi tertulis untuk periode 2025-2029, padahal:
· Sekarang sudah tahun 2026
· RPP belum disahkan, tetapi rencana aksi seharusnya sudah berjalan sejak tahun lalu
· Ketinggalan setahun - apakah perlu dievaluasi/diupdate timelinenya?
· Pentingnya memperbarui timeline agar rencana aksi realistis dan dapat dilaksanakan

	12. 
	Soraya Gigentika – Akademisi  
	1. Penguatan Pengumpulan Data Gurita
· Menekankan perlunya platform data terintegrasi untuk mengatasi masalah data gurita yang "problematic" seperti disebutkan di workshop Bogor.
· Saran: Libatkan konsorsium gurita dan mitra lapangan dalam metodologi pengumpulan data yang standar nasional, tapi fleksibel untuk adaptasi lokal.
· Siapa pun (pusat/daerah) bisa inisiasi kajian stok, asal ikuti metodologi yang disepakati agar data tidak "belang-belang".
2. Dukungan terhadap Kearifan Lokal
· Mengapresiasi inisiatif lokal seperti buka-tutup musim tangkap di NTB dan daerah lain.
· Rekomendasi: RPP perlu payung hukum kuat untuk sinkronisasi dengan Perda/PerGub, termasuk koordinasi KKP dengan kementerian lain (tata ruang, lingkungan) agar proses regulasi daerah lebih cepat.
· Soraya menutup dengan harapan RPP bisa jadi alat koordinasi efektif antara pusat-daerah untuk pengelolaan gurita berkelanjutan.

	13. 
	Jawaban – Dit. PSDI 
	1. Update Regulasi NTB:
· Akan mengupdate Perda 12/2017 menjadi Perda 5/2024 tentang RTRW Provinsi NTB
· Akan menambahkan Perda 14/2025 tentang Pengelolaan SDM Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan
2. Open-Close Season:
· Setuju bahwa kebijakan buka-tutup lebih tepat diposisikan di strategi pemanfaatan, bukan langsung di rencana aksi
· Sudah ada beberapa lokasi di Sulawesi yang menerapkan sistem ini oleh masyarakat lokal
· Di rencana aksi baru masuk sebagai "kajian" - yaitu kajian siklus hidup secara spasial dan temporal (Tabel 20)
· Hasil kajian ini nantinya menjadi dasar untuk menetapkan open-close season di Harvest Strategy
3. Timeline Rencana Aksi:
· Mengakui bahwa timeline 2025-2029 perlu disesuaikan karena sekarang sudah 2026
· Akan diupdate agar realistis
· RPP bukan hanya dokumen, tetapi kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan oleh semua pihak - pemerintah pusat, daerah, nelayan, dan industri.
4. Penetapan Stok
· Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, yang menetapkan stok adalah Menteri
· Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komnas Kajiskan
· Komnas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dari: Lembaga penelitian, Universitas, Mitra
5. Metodologi Pengumpulan Data
· Sudah ada protokol sampling yang ditetapkan Komnas Kajiskan
· Protokol mencakup: cara pengambilan sampel hingga cara penghitungan
· Protokol ini akan dipakai untuk menghitung gurita dan ikan lainnya
· Akan ada workshop bersama di akhir Februari 2026 untuk menyamakan cara penghitungan
· pentingnya standarisasi metodologi agar semua pihak menggunakan cara yang sama dalam pengumpulan dan analisis data gurita

	14. 
	Guruh (DKP) Kaltim 
	perlu tambahkan pd draft Kepmen ttg RPP Gurita pd table 14 Perda Kaltim No 2 tahun 2021 tentang RZWP3K

	15. 
	Nama: Chris
Instansi: Japesda
 
	· Di halaman 57 tentang Rencana Aksi, mencantumkan "Implementasi aturan terkait Tata Ruang Laut". Mengingat kami juga bersama nelayan lokal melakukan pemetaan wilayah tangkap, mereka sudah memiliki ruang laut yang “diwariskan” secara turun temurun. Kadang kala wilayah tangkap ini berhadapan dengan izin dari pihak luar. Saya usul, gimana kalau redaksinya, jadi: “Penguatan integrasi ruang kelola komunitas dan tata ruang laut.”??
· Dalam Rencana Aksi di halaman 61 dan 62, tentang pembentukan/penguatan kelembagaan POKMASWAS, usul saya harus dilengkapi dengan instruksi untuk mengintegrasikan secara formal fungsi pengawasan dan penegakan hukum lokal yang diemban oleh lembaga adat yang sudah mapan atau desa yang sudah memiliki Perdes (misalnya Kapota di Wakatobi, atau Perdes di Torosiaje dalam sistem pengawasan perikanan gurita di tingkat desa, sehingga mereka memiliki kewenangan yang diakui dalam menindak pelanggaran penangkapan merusak (destructive fishing) dan penangkapan oleh nelayan luar desa yang melanggar, misalnya soal kesepakatan buka-tutup kawasan. Banyak kasus Pokmaswas hanya dibentuk secara formalitas.

	16. 
	Daeng Tika - Nelayan Gurita Kota Makassar
	Masalah Ukuran Tangkapan:
· Nelayan ingin ada aturan jelas tentang ukuran gurita yang boleh ditangkap
· Selama ini hanya menangkap yang "sudah tumbuh", tapi perlu pedoman spesifik
· Meminta sosialisasi dari perusahaan tentang ukuran gurita yang layak tangkap
· Khawatir jika tidak ada regulasi, gurita kecil akan tetap diambil karena ada permintaan pasar
Permintaan Asuransi Nelayan:
· Banyak nelayan mengalami kecelakaan di laut
· Kebanyakan tidak memiliki kartu kesehatan atau asuransi kecelakaan
· Meminta pemerintah memfasilitasi asuransi kecelakaan untuk nelayan
Dukungan untuk Pendataan:
· Setuju ada pendataan langsung ke lapangan
· Siap berkonsultasi bersama terkait pengelolaan gurita ke depan

	17. 
	Hasanuddin – Nelayan Gurita Kota Makassar 
	Masalah Kartu Kusuka (Kartu Pelaut Kecil):
· Pengurusan mudah dan cepat, tapi nelayan tidak tahu manfaatnya
· Kartu hanya diperlukan saat ada bantuan sarana dari pemerintah
· Tanpa kartu kusuka, nelayan tidak bisa akses BBM subsidi dan bantuan
Beban Biaya Pengukuran Kapal:
· Pengurusan kartu kusuka dan pas kecil sangat berat karena butuh pengukuran kapal
· Harus melibatkan Kementerian Perhubungan dan biayanya mahal
· Dinas Kelautan tidak punya anggaran untuk memfasilitasi
· Nelayan miskin tidak mampu ke ibukota kabupaten untuk mengurus dokumen
· Meminta instruksi dari pusat agar dinas daerah menganggarkan pengukuran kapal dan pengurusan dokumen
Kedua nelayan menekankan perlunya dukungan nyata dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas, asuransi, dan kemudahan administrasi.

	18. 
	Bu Irma (Pengusaha)
	1. Masalah CPIB (Catch Certificate IB):
· CPIB sekarang menjadi persyaratan wajib untuk ekspor ke Eropa
· Banyak kapal nelayan belum memiliki CPIB
· Hal ini menghambat industri untuk meningkatkan nilai ekspor
2. Permintaan Sinergi Pemerintah:
· Meminta pemerintah membantu tertib administrasi dokumen kapal hingga ke lini bawah (nelayan)
· Agar tidak menjadi beban industri
· Perlu koordinasi semua stakeholder agar berjalan selaras
Bu Irma menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pengurusan dokumen administrasi kapal nelayan untuk mendukung kelancaran ekspor.

	19. 
	Isni dari Yayasan Jari NTB
	1. Konfirmasi Penggunaan Data Mitra
· JARI dan mitra lain sudah mengumpulkan data gurita sejak 2008 hingga sekarang
· Ada 13-14 mitra yang berkomitmen mengawal pengelolaan gurita dari Aceh hingga Wakatobi dan Maluku
· JARI NTB khususnya sudah mengawal pengelolaan gurita di Selat Alas sejak 2009
· Saat ini fokus di 4 lokasi dan berharap bisa menyebar ke titik lainnya
· Menanyakan: Apakah data yang sudah dikumpulkan mitra selama bertahun-tahun sudah dimasukkan dalam dokumen RPP?
· Menekankan data mitra ini cukup kuat dan kaya jika diimplementasikan
2. Pentingnya Komitmen Mitra Masuk RPP
· Kontribusi mitra sangat luar biasa, mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan berkelanjutan di tingkat tapak
· Praktik penutupan kawasan sementara (seasonal closure) di tingkat tapak cukup efektif menjawab kebutuhan sosial ekonomi
· Di NTB sudah dikembangkan menjadi pengelolaan lestari berbasis partisipatif dari ide masyarakat
· Meminta: Komitmen mitra ini dipertimbangkan masuk dalam RPP karena implementasinya sudah terbukti berhasil
Bu Isni menekankan pentingnya mengakui dan memanfaatkan data serta pengalaman mitra yang sudah bekerja puluhan tahun di lapangan.

	20. 
	Hamka – Netra Nusa Foundation
	1. Dalam rencana aksi mendorong    integrasi peraturannya  dengan perencanaan   Pemerintah daerah  dalam memastikan Tata kelola Pemasaran   lintas provinsi sehingga bisa melindungi Perusahaan dari ketersedian bahan baku
2. Memastikan proses pemantaan  gurita kedpean  oleh nelayan memberikan ruang untuk  mengadopsi  aturan  local untuk menjaga keberlanjutan  stok

	21. 
	Jawaban
	1. Tentang Ukuran Minimum Gurita (Menanggapi Pak Tina & Pak Agus)
· Ukuran minimum belum ditetapkan langsung dalam RPP
· Sudah ada arah untuk mengatur melalui kajian ilmiah
· Penetapan ukuran (misalnya 300 gram) harus berdasarkan data dan kajian teknis
· Detail pengaturan akan masuk dalam dokumen Strategi Pemanfaatan (bukan RPP)
· Ukuran minimum bisa berbeda per wilayah karena kondisi biologis berbeda
2. Tentang Asuransi Nelayan (Menanggapi Pak Tina & Pak Hasanuddin)
· Asuransi nelayan sudah masuk dalam rencana aksi RPP
· Target: 200 kapal harus difasilitasi untuk dokumen lengkap termasuk asuransi
3. Tentang Kartu Kusuka (Menanggapi Pak Hasanuddin)
6 manfaat kartu kusuka: pelayanan izin, pembinaan dan pelatihan, perlindungan dan asuransi, bantuan pemerintah dan akses pembiayaan, identitas tunggal terintegrasi, serta jalur khusus masuk sekolah perikanan (SUPM)
4. Tentang CPIB (Menanggapi Bu Irma)
· Target 200 kapal minimum harus memenuhi persyaratan administrasi termasuk CPIB
· Ini menjadi mandat untuk pemerintah pusat dan daerah
5. Tentang Data Mitra (Menanggapi Bu Isni/JARI)
· Data mitra yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun sudah digunakan dalam penyusunan RPP

	22. 
	Heri (FIP)
	1. Menanyakan apakah ada indikator kuantitatif dalam RPP karena lebih mudah diterjemahkan
2. Menyebutkan area gurita sangat luas, konsorsium baru meng-cover Sulawesi saja
3. Meminta ada pegangan untuk provinsi agar bisa bergerak dan support implementasi
4. Menekankan pentingnya konteks lokal dan perbedaan irama tiap provinsi

	23. 
	Herdianto (Nelayan & Pengumpul, Gorontalo)
	1. Menanyakan siapa yang melakukan pendataan gurita
2. Keluhan tentang bahaya kompresor
3. Meminta RPP disosialisasikan sampai tingkat desa
4. Setuju pembatasan gurita di bawah 300 gram jangan ditangkap

	24. 
	Gorontalo (Ketua Kelompok Nelayan)
	1. Menyampaikan di Gorontalo sudah ada pendataan gurita dari TPI
2. Sudah menerapkan buka tutup selama 3 bulan
3. Hasilnya: setelah penutupan 3 bulan, hasil tangkapan meningkat sampai 500-an kilo
4. Menekankan pentingnya pembatasan untuk keberlanjutan

	25. 
	Oji (Yayasan Konservasi Laut Indonesia)

	1. Menekankan jangan lupakan praktik di tingkat tapak
2. Nelayan sudah melakukan implementasi pengelolaan seperti buka tutup
3. Tinggal mengakomodir kegiatan mereka ke dalam RPP
4. RPP gurita sangat unik karena sudah ada pengelolaan di hampir seluruh Indonesia

	26. 
	Jawaban
	1. Tentang Ukuran Minimum Gurita
· Ukuran minimum belum ditetapkan langsung dalam RPP
· Perlu kajian ilmiah lebih lanjut untuk menentukan ukuran (300 gram, 400 gram, atau 200 gram)
· Penetapan harus berdasarkan data dan kajian teknis, bukan pernyataan 1-2 orang
· Detail akan masuk dalam dokumen Strategi Pemanfaatan, bukan RPP
· Ukuran bisa berbeda per wilayah dan per spesies karena kondisi biologis berbeda
· Bisa ditetapkan di tingkat provinsi sesuai otoritas pengelolaan lokal
2. Tentang Asuransi Nelayan
· Asuransi nelayan sudah masuk dalam rencana aksi RPP
· Target: 200 kapal harus difasilitasi untuk dokumen lengkap termasuk asuransi
3. Tentang Kartu Kusuka
6 manfaat: pelayanan izin, pembinaan dan pelatihan, perlindungan dan asuransi, bantuan pemerintah dan akses pembiayaan, identitas tunggal terintegrasi, serta jalur khusus masuk sekolah perikanan (SUPM)
4. Tentang CPIB
· Target 200 kapal minimum harus memenuhi persyaratan administrasi termasuk CPIB
· Ini menjadi mandat untuk pemerintah pusat dan daerah
5. Tentang Sosialisasi RPP
· Setuju RPP harus disosialisasikan sampai kepala desa
· Menjadi PR bagi pemerintah pusat, provinsi, dan mitra
6. Tentang Kompresor
· Kompresor bukan alat tangkap, tapi sudah dilarang dalam Permen 36
· Ini masalah pengawasan oleh PSDKP
7. Tentang Open-Close Season
· Mengapresiasi praktik buka tutup yang sudah berhasil di Gorontalo
· Perlu data valid tentang kapan waktu pemijahan
· Data dan pengalaman lokal dari nelayan sangat penting untuk RPP
8. Tentang Data Mitra
· Data mitra yang sudah dikumpulkan sudah digunakan dalam penyusunan RPP















